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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Gunung Mas 

sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH tetapi belum 

maksimal. DLH telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para 

penambang mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan 

menambang. Tahapan penanggulangan dan pemulihan belum dijalankan, 

rencananya tahun ini akan dilakukan reklamasi lahan bekas garapan PETI di 

beberapa lokasi di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku tambang tidak pernah 

melakukan pengendalian kerusakan lingkungan. 

2. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI tersebut 

diakibatkan oleh kendala yang berupa tidak adanya data komprehensif oleh DLH 

dan kurang sadarnya pelaku pertambangan terkait dampak yang ditimbulkan 

akibat menambang tidak sesuai dengan dengan prinsip pertambangan yang baik 

serta pentingnya mengantongi izin dalam menjalankan kegiatan usaha 

pertambangan. 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 
 

berikut: 
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1. DLH perlu melakukan pendataan terhadap PETI di Kabupaten Gunung Mas 

secara bertahap agar kegiatan pertambangan tersebut diukur dan dipantau. 

2. DLH bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum perlu melakukan penyuluhan 

edukasi terkait prinsip pertambangan yang baik serta prosedur perizinan 

tambang. 

3. Pemerintah Pusat dapat lebih banyak mendelegasikan kewenangan Perizinan 

Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi. 
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